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PIUTANG PBB - KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI 

2017 

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 124 TAHUN 2017, BD. 2017/NO. 61032, 

SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 5 HLM 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH 

 

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Pergub No. 103 

Tahun 2016 dan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang 

mengajukan permohonan pemberian keringanan pokok dan 

penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 untuk tahun-tahun 

pajak sebelum dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Pergub 

tentang Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi 

Piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak Sebelum Pengelolaan 

Pemerintah Daerah. 

 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU 

No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 

2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Peraturan Bersama 

Menkeu dan Mendagri No. 213/PMK.07/2010 dan No. 58 Tahun 

2010; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 16 Tahun 2011; Perda 

No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 262 Tahun 2016; serta Pergub No. 

297 Tahun 2016. 

 - Peraturan ini berisi tentang besarnya keringanan pokok dan  

penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2; serta tata cara 

pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi 

administrasi piutang PBB-P2. 

   

CATATAN : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 22 

September 2017. 
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 - Pergub ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 

2017. 

 - Dalam hal diperlukan penyesuaian sistem Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah melalui Bidang Teknologi Informasi diberikan 

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 

diundangkannya Pergub ini. 

 


